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PERATURAIT BUPATI NATUITA
NOMOR (A TAIJ,UN 2016

TEIITANG

PERUBNIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAIII'N 2016
TENTAilG RTNCAITA I(TR^'A PEMERINTAII DAERAII (RI{PD}

KABUPATEIT ITATI'ITA TAIIUN 2OI7

Menimbang

DEIYGAIY RAIIMAT TI'HAT YAilG }IAIIA ESA

BUPATI IIATUIYA,

: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna tahun 2OL6-2O21 yang
berdampak pada penrbahan asumsi kerangka
ekonomi daerah tahun 2Ot7 yang berdampak pada
perubahan kerangka pendanaan program dan
kegiatan prioritas daerah dalam pencapaian visi dan
misi;

b. bahwa dengaan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang
mengakibatkan adanya Perubahan Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan
atas perahrran Bupati Nomor 31 Tahun 2A16
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Natuna Tahun 2OL7.

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999, tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 1.81, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902!,, sebagaimana telah diubah
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembahan Ketiga
Atas Undang.undang Nomor 53 Tahun Iggg tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten okan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lOT,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L L 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor L04, Tarnbahan l*mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
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12.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ts
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

10. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8l7l;

Peratrrran Pemerintah Nomor L8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Perafirran Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20ll tentang Pembahan Kedua
Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OIL Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Ind,onesia Tahun 2O1O Nomor 517);
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16.
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Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Nahrna Nomor 8
Tahun 20ll tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna
(Irmbaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2oll
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 20 1 1 - 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol2
Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nattrna Tahun 2016 Nomor 6);

Peratrrran Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna
Tahun 2A16 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2OL6 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nahrna Nomor 14 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Bahrbi,
Kecamatan Pr.rlau Tiga Barat dan Kecamatan Suak
Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Nattrna Tahun
2OL4 Nomor 14);

18.

19.

20.
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KER.IA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2OI7

Pasal I
Ketentuan dalam L,ampiran Perattrran Bupati Natuna
Nomor 31 Tatrun 2AL6 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2Ol7 (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 31) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal g Descuvrber za7

Diundangkan di Ranai
pada tanggal € Wreeef, b{.
STI(R TARIS DATRAH
KABI'PATEIT ITATT'IIA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMORoZ
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